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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);

2. undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 !entang Cipta Kerja
(Lembaran Negam Republik tndcnesla Tahun 2020
Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 6573).;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerinlAhan Daerah (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangao antara Pemerintah Pusar dan
PemerinlAh Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
NcgaraRepubUk lndonesia Nomor 6757);

bahwe untuk memenuhi ketentuan Pasal347 aya\
(21 Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Oedung, perlu
menetapkan Peraruran Daerah rentang Retribusi
Perserujuan Bangunan Oedung;

WALII<OTABlMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

RIITRIBUSI PERSIITUJUANBANGUNANGEDUNO

TENTANO

PERATURANDAERAHKOTA BIMA
NOMOR 3 TABUN 2022

WALIKOTABIMA
PROVINSINUSATENOOARABARA"

Mengingat

Menimbal1g



OaJam Pe.mturan Daerah inl, yang dimaksud dengan :
I. Oacrah adalab Kota Sima,
2. Pemerintah Daerab adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemcrintahan Daerah Kota Blma.

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

RETRIBUSIPERATURAN OAERAH 'I'ENTANO
PERSE'ruJUAN BANGUNAN CEDUNO.

Menctapkan

MEMUTUSKAN :

DEWAN PERWAKI.Li\tI RAKYAT DAERAH KOT," BrMA
Dan

WALIKOTA BIMA

4. Undang-Undang Homor 30 Tahun 2014 tentang
Aclmini.u-asi Pemerintahan (Lcmbaran Ncgarn
RepubUk Indonesia Tabun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 5(01) sebagaimana lelah dlubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara RepubUk Indoendia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undana-Undang Nomor I Tahun 2022 ten tang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik
lndcnesia TahUD 2022 NOlDOr'I, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757];

6. Peraruran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pl\iak Daerah dan Retribus; Daerah
dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha
dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

7. Peraturan Pemetintah Nomor 1.6 Tahun 2021
tentang Peraturan Petaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tabun 2002 ten lang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021
NOlDOr 26, Tambahan !..embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6()28); .

8. Peraluran Daerab Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012
len tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima
Tahun 2011-2031 (Lembaran Oaerah KOla Bima
Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah
KOla Sima Nomor 71);

9. Peraturnn Daerab KOla Bima Nomor 5 Tahun 2014
<entang Bangunan Oedung (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2014 Bima Nomor 150);

Oengan Persetujuan Bersama



3. Walikota adaJah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilnn Rakyat Daerah KOla Bima.
5. Bangunan Cedung adalah wujud Jisik hasil pekerjaan kcnstruksi yAng

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas danj'atau eli dalam tanah dan/atau air. yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat. tingga1, kegtatan keagamann, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun keglatan khusus.

6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjuurya disebut PBC adalah
perisinan yang eliberikan kepada pemilik Bangunan Cedung unurk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknia Bangunan
Gedung.

7. Sc,tifikat Leik Fungsi Bangunan Oedung yang selenjutnyn dlsingkat Sl.P'
adalah sertlflkat yang diberikan oieh Pernerintah Dacra]1 untuk
menyatakan kelaikao fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.

8. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SBKBC adalah sural tanda bukti hak atas status kepemilikao
Bangu nan Gctlung.

9. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah
orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daenab sesuei dengan
kewenangannya untuk melakukan inspeksi terbadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung,

10. Prasarana dan Sarana Bangunan Oedung adalah Iasilitas kelengkapan di
dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan
Ierselcnggarnnya fungsi Bangunan Gedung.

I 1.Mendirikao Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik
seluruhnya maupun sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun
atau rneratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan
bangunan tersebut,

12.Mengubah bangunan adalah pekenaan menggantl dan/etau menambah
bangunan yang ada. rermasuk membongkar yang berhubungan dengan
pekerjaan menggann bagian bangunan tersebut,

13. Rehabilitasl/renova$l Bangunan Oedung dan/alau prasarana Bangunan
Gedung meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan,
perluasan/pengurangan.

14. Pemeliharaan adaJah keglatan rnenjaga keandatan Bangunan Gedung
beserra prasarana dan sarunanya agar selalu Laik Fungsi.

15. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian
Bangunan Cedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar Bangunan Oedung tetap Laik Pungs].

16. Petesrartan adaJab kegiatnn perawatan. pemugaran, serra pemeliharaan
Bangunan Gedung dan lIngkungannya untuk mengernbaltkan keandalan
bangunan tersebut sesuat dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan
menurut periode yang dikehendnki.



17. Pemugaran Bangunan Oedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah
kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali Bangunan Oedung ke bentuk
aslinya.

18. Pelestarian k1asifikasi utama yaitu Bangunan Oedung dan lingkungannya
yang bentuk fisiknya sama sekali tidal< boleh diubah .

19. Pelestarian klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung clan lingkungannya
YMg bentuk flsiknya dan eksteriornya sarna sekali tidak balch diubah,
namun tata ruang dal"mnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai
perUndungan dan pelestariannya.

20. Pelestarian k1asifikasi pratama yaitu Bangunan Oedung dan lingkungannya
yang bentuk fisik asIinya bolch diubah sebagian tAnpa mengurangi nilai
perUndungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian UtaIDB
Bangunan Oedung rersebui,

21. Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non
struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dinding
pru-tisi/ pengisi,

22. 'Ttngknt kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen
strukturat, seperti struktur Seal), lantai dan sejenisnya.

23. Tingkat kerusakan berat adatah kerusakan pada aebagian besar komponen
bangunan.

24. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dan permukaan tanah. dimana
bangunan tersebui didirikan. sampai dengan liuk puncak dan bangunan.

25. Kcterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRKadaJah informasi
tentang ketentuan lata bangunan dan Ungkungan yang diberlakukan oleh
pemerintah daerah kabupatenrkota pada Iokasi tertentu.

26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan antara lLI8S seluruh lantai dasar
Bangunan Gedung terhadap iuas lahan perpetakan atau daerah
perencanaan sesuat KRK.

27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Oedung
terhadap Iuas Iahan perpetaJcan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

28. Nilai Bangunan adalall harga bangunan yang dihitung secara analisa upah
dan bahan dengan ditetapkan setiap meter persegi berdasarkan kelas
bangunan.

29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebtll Retribusl adalah pungutan
daerah sebagai pernbayaran aias jasa atau pernbcrian izin tertenru yang
khusus disediakan danl atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

30. Retribusi Perserujuan Bangunan Gedung adalah punguian daerah sebagai
pembayaran atas pernberian persetujuan bangunan gedung yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bad an.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribu.i diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, tennasuk pemung\Jt alau pemotong retribusi lcrtentu.

32. Masa Retribusi adalall sualu jangka waJ.:tu ,ertenlU yang merupakan bataS
waktu bagi Wajib Retribu.i uotuk memanraatkan ja ... dan perizinan
tertentu dan Pemerintah Kotn Bima.

33. Kns Umum Daerah adalah I(as Umllm Daerah KOla Sima.



(I) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 adalab
penerbitan PSG dan SLF.

(2) Penerbitan PSO dan SLF sebagaimaoa dimak.sud pada ayat (I)
meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis,
peneroitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBO,
serta pencerakan plakat SLF'.

(3) Peuerbitan PBG dan SLF tersebut dibc.rikan untuk permohonan
persetujuan:

Pasa.13

Dengan nama Retribusi PBO dipungut retribusi atas penerbitan PBO dan
penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Oedung.

BAS II
NAMA,OBJEK, DANSUBJEK RrITRISUSI

Pasal2

34. Surat seroran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, ada!ah
bukti pembayaran atau penyetoran retribust yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau teJah eliJakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

35. Sural Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
ada!ah surat kctetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlab pokok
retribusi yang terutang.

36. Sural Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebur
SKRDLB, adalah sural ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebiban pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi Jebih besar
daripada retribusi yang terurang atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingka; STRD, adalah
surat unruk melakukan tagihan retribusi danj'atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda,

38. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau
retribusi yang terutang sampat kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dari/atau untuk rujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangao perpajakan daerah dan retJibusi daerah.

40. Penyidikan tindak pidana eli bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik unruk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan t.ersangkanya.



(1) Besamya retribusi PBO yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara ungkat penggunaan jasa atas penyediaan layanao dan harga
satuan retribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang
mencermtnkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 6

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Retribusi PBGeligolongkan sebagai Retribuai Perieinan Tertentu.

Pasal S

BAB JlI
GOLONGAN RETRIBUSI

(I) Subjek retribusi PSG adalah setiap orang pribadi atau badan yang
memperoleh PBGdan SLF.

(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi,
adalah orang pribadi atau badan yangdiwajibkan untuk melakukan
pembayaran Reuibusi PBG.

Pasal 4

a. pemhangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PSG

danZatauSLF;
c. PBG perubahan untuk:

a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
b. perubaban lapis Bangunan Gedung;
c. perubahan luas Bangunan Oedung:
d. perubahan tarnpak Bangunan Ge<luog;
e. peru bahan spesifikasi dan dimensi komponen pada

Banguuan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan
danj'atau kesehatan;

f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakao
sedang atau berat;

g. perlindungan dan/atau pengembangan 6angunan Oedung
eagar budaya; atau

h. perbaikan Bangunan Oedung yang terletak eli kawasan eagar
budaya.

(4) PSG perubahan tidak diperlukan unruk pekeriaan pemeliharaan dan
pekerjaan perawatan.

(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (\)
adalah penerbitan PBG dan SLI" untuk bangu nan milik pemertntah
pusat, Pemerintah Daerab. atau bangunan yang memiliki fungsi
keagamaan.



LLt x [Ilo x SHSn x It x lbg

b. Prasarana Bangunan Ged ung

(l) Struktur dan besaran lanC retribusi PSG ditetapkan berdasru:kan
kegiatan perneriksaan pemenuhan standar tcknis dan layanan
konsultasi untuk:
a. Sangunan Gedung

1'arif retribusi PSG untuk Sangunan Gedung dihitung berdasarkan
Luas Total Lantai (LLt) dlkalikan lndeks Lokalit.as (110)dikaJikan
Standar Harga S81U811Tertmggi (SHS1l dikalikan Indeks Terintegrasi
(III dikaJikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbgJ atau
dengan rumus:

PasaJ 8

SABVI
STRUKTURDAN SESARAN TARI!'

(I) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PSG didasarkan
pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan
penerbitan PSG dan S 1,,11'.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PSG dan SLP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PSO dan S1-F',
inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan
biaya dampak negatif dan penerbitan PSG dan SLF rersebut.

SABV
PRlNSIP DAN SASARAN PENETAPAN SESARAN TARlP

PasaJ7

(31 Harga saruan retribusi PBG sebagairnana dimaksud pada ayat (I)
terdiri atas;
a. indek.s lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk

Bangunan Oedung: atll\'1
b. Harga satuan retribuet Prasarana Bangunnn Ocdung untuk

Prasarana Bangunan Gcdung.
(41 I'ormula sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdir] atas formula

untuk:
a. Bangunan Gedung; dan
b. Prasarana Sangunan Gedung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruC a lerdiri atas:
a. Luas Total Lantai;
b. tndeks Terinregraal; dan
c. Indcks Sangunan Oedung Terhangun.

(61 Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (41hUTUCblerdiri alas:
a. Volume;
b. lndeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
c. lndcks Bangunan Gedung Terbangun.



(I) Pembayaran relribusi PaC dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRO
atau dokumcn lain yang dipersamakan diterbitkan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
clapal berupa kareis. kupon, dan/atau kartu langganan.

(3) Pembayaran rerribusi psa sebagaimana dimaksud pada ayat (II diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(41 Hasil oenertmean retribusi disetor ke Kas Daerah dalam jangkn waktu I x
24 Jam.

Pasa! II

(I) Retribusi PSC dipungut di wilayah Daerah.
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi psa terutang

dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) 'rata cara penerbnan dan penyarnpaian SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan diatur dcngan Peraturan Walikota.

Pa.sal 10

Bagian Kesatu
Pembayaran Rctribusi PSG

SAB VIJ
PE:MUNOUTAN RE:TRlBUSI

(I) Tarif retribusi Persetujuan Bangunan Oedung ditinjau kembali paling
lama 3 [tiga] tabun sekali.

(2) Peninjauan tarl( rerribusi Perselujuan Bangunan Cedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), dilAkukan dengan mernperhaukan indeks
barga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarit Retribusi sebagaimana dimaksud padn ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasa!9

(3) Rincian perbirungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terptsahkan dart Peraruran Daemh ini.

If,,) [bp x Ip)" Pm

Tarif retribusi PSG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung
berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan
Cedung (I) dikalikan lndeks Bangunan Oedung Terbangun (lbg)
dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
(HSpbg) atau dengan rumus:

Vx Ix Ibg x liSpbg
(21 Indeks rertoregrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung

berdasarkan indeks (ungsi (In dikalikan penjumlahan dati bobot
parameter [bp] dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor
kepemilikan (Pm) atau dengen rumus:



(II lYejib Retribust dapat mengajukan keberatan kepada WaJikOla atau
peJabat yang ditunjuk alaS SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggaJ SKRD diterbitkan, kecuaJi jikn Wejib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karen a
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimnksud pada ayat (3)
adalah euaru keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib
Retribusl.

Pasal 14

BAB IX
KEBERATAN

(I) Welikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pernbebasan
rerribuai.

(21 Pongurangan dan keringanan retrtbusi sebag~imana dimaksud pada ayat
(I) diborikan dcngan memperhatikan kemampuan wejib rctribusi.

(3) Pembebnsan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayel (1) dibenkan
dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada a.yel (1) diatur dalam
Peraturan WaJikolll.

BAB Vlll
PEMBERlAN KERlNGi\NAN, PENGURANCAN DAN PEMBEBi\Si\N RETRIBUSI

Pasal 13

(I) Penagihan retribusi PBC yang terutang menggunaknn STRD dan
didahului dcngan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang .ejenlo.

(2) Sural teguran atau eurat peringatan arau surat lain yang eeienis sebagai
awn) tindaknn penagihan retribusi PBG dtterbitknn 7 [tujuh] han sejak
jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (mjuh) han setelah tanggaJ sural teguran atau
sural peringatan atau sural lain yang sejonis disampaikan, WajJb
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang,

(4) Surat teguran, sural peringatan atau surat lain yang scjenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (J). diterbitkan oleh lYaJikota atau pejabat yang
ditunjuk.

Bagian Kedua
Penag:ihan Retribusi PBC

Pasal 12

(5) Bent" k. isi, kualitas, ukuran, buku dan tande bukti pembayaran, serta
tata ca.rn pembayaran ditetapkan dengnn Peraturan Wtilikota.



(1) Alas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribuel dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dirnaksud pada ayat (II, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila daJam jangka waktn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, perrnohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabujkan dan SKRDLB
harus duerbitkan dalarn jangka waktu paling lama I (satuj bulan.

(4) Apabila Wajib Relribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebfhan pembayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi diJakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, WaUkota memberikan imbaJan bunga sebesar 2%.
(dua pcrsen] sebutan atas keterlambatan pcmbayaran kelebihan
pernbayaran Retribusi.

Pasal 17

BABX
PBNOEMBALIANKELEBlHAN PEMBAYARAN

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan eebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembaJikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pclunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal Hi

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus rnemberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayai (II adalah unruk
memberikan kepastian hukum bag; Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan WaJikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat
dan Walikota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan terse but
dianggap dikabulkan.

Pasal 15

(5) Pengajuan keberatan tidal< menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pengajuan keberatan
ecbagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.



(II Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji keparuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daereh daJam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan Retribust Daerah,

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib ;

BAB XJII
PEMERlKSAAN

Pasal20

(II Piutang Retn'busi yang udak mungkin ditagih Iagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Wallkota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribuei yang
sudan kedaluwarsa sebagatmana dimaksud pads ayat (I).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal rota cara penghapusan Piutang Retribusi
yang sudan kedaluwarsa diatur dalarn Peraturan WaJikota.

BAB XII
TATA CARA PENOHAPUSAN PIUTANO RETRffiUSI YANO KEDALUWARSA

Pasal 19

(II Hak unruk melakukan penagrhan Retribusi menjadi kedaJuwarsa setelah
melampaui 3 (rigal tahun terhnung sejak sao. rerutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wlliib Reuibusi melakukan tindak pidana di bidang
Retn'busi.

(21 Kedaluwarna penagihan Retnbusi sebagaimana dimai<sud pada ayat (II
tertangguh jika :
8. diterbitkan Sural Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajlb Retribusi, baik langsung

maupun tldak langsung.
(31 Dalarn hal diterbitkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayar (21

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejai< tanggal penyampaian
Surat Tcguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retnbusi seeara Taogsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajlb Retribusi dengan kesadarannya meoyatakao
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada
Pemerintah Daemh.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 18

BABXI
KI;:DALUWARSA PENAGTHAN

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi eebagaimana dimaksud pada ayat (II diarur dalam
Peraruean Walikota.



(1) Pejabat Pega\V"';Negeri Sipil tertentu di Jingkungan Pemerintah Daerab
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud daIam Undang
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil tertentu di Jingkungan Pemerintah KOla Bima yang diangkat
oleb peiabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jclas;

b. menerima, mencari, dan mengumpukan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah:

c. meminta keterangan dan bahan bukti dart orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerab;

d. merneriksa buku, catatan, dan dokumen Jain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan unruk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain. serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

BABXV
KETENTUAN PENYTDIKAN

Pasal22

(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kincrja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ,,-yat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih tanjut mengenai rata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal21

BAB XIV
INSENTIF' PEMUNGUTAN

a. memperlihatkan danj atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan unruk mernasuki tempat atau ruangan
yang dianggap pertu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/aiau

c. memberikan keterangan yang dipertukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaJ tata cara pemeriksaanRetribusi diatur

daJam Peraturan Walikota.



Pada saat Peraturan Oaerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerab tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan,
sepaoiang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tcrutang,

Pasa! 26

BABXVII
KETENTUANPERALIHAN

Denda sebagaimana dimaksud daIam Pasal 23 merupakan penerimaan daerah,

Pasa!25

Wajib Retnbusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah merupakan pelanggaran dan diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tigal kali nilai
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar,

Pasa!24

BABXVI
KE;;J'E;NTUANPIDANA

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2~'<>(dua persen) setiap
bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAJ3 XVI
SANKSIAOMINISTRASI

Pasa!23

r. meminta bantuan tenaga ahIi dalam rangka pelaksanaan uigas
penyidlkan tindak pidana di bidang Retribusi daerah:

g. menyuruh berbertti dan/atau meLarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memertksa idenutas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
daerah;

L. memanggil orang umuk didengar kererangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi,

J. menghentikan penyidikan; danj'atau
k. melakukan rtndakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi daerah seeuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(4) Penyjdik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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MUKHTAR
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 242-
IIIOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIMA, PROVINSI NUSA Tt;;NOGARA

BARAT: ( I" /20221

Diundangkan eli Kote Bima
pads tanggal ;J5!Y1am- 2022
SEKRETARlS DAERAH KOTA BIMA,

/ MUHAMMAD LUTf'1

Ditetapkan dl Kota Bima
pada tangga.1 l6' fVl4rrf 2022

J;;;?A BlMA. .v"

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

IIsar setiap orang rnengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Bima.

Pasal29

Peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah ini diteUlpkan paling lambat I
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal28

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, maka Peraturan Daerah KOt8
Bima Nomor II Tahun 20] 5 tentang Retribusi Lzin Mendirikan Bangunan
dlcabut dan dinyatakan tidak berleku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUT1.JP

Pasal27



Indrit! 8obot ladeks
Fungsi Fong.$1 KWiIibsi PMHltlft' r.,. .tme:ltr Pw.:fDelf'r

(Iij (bpI (Ip)

IIsa"" 0,1 ~twlW I

Ii...""(UMJQ.1 • Kooople"'i ... IUD Tad .. lr.
''lototip<'j 0.5 Sederh.'ln<'l 2

I-IUni.Ul <: '100 m Nonpersegi den < 2 0/15 P('rn,;r"l1cnsi 0,20 Il(!r'nuuwn I
I.Ultai

1'aOOIlndeks 1'erintegras.i (III

C. tndcksTerintegrasi (II)

lode"$ l.ok.lit.l, (d.illam%)
Fungsi KMn<lnJt.lnu.ns....... 1.01... J.)~n ,..un lal...

NilSiONJ Pro"lnsl K"" Uft&}:"antil:n

Sed""b;lfW 0,5 0.5 O.S 0;1
liuni.ln

Tid,tL Stdtrh.n .. O,S 0,5 O,S 0.4

UMKr-1 0,4 0,4 0,.1 0,3
Usaha

NonUMKM 0.5 0.5 0,5 0,5

Srkol.h (PAUD- 0,1 0,1 0,1 0,1SMA)

SosiaJ 8ud..y.
PergUI"\U! n1J nggi 0,2 0,2 0.2 0.2

uinny. 0,3 0,3 0.3 0.3

Khu'\lU 0,5 0,; 0.5 0,5

1'aOOIIndeks tokatitas [llo]

B. Indeks Lokalitas (lIo)

A. Standar Harga Saruan 1'crtinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui apliJcasi Perbitungan
Standar Harga Satuan Tertinggi .l'ang disediaJcan oleb Kemenrerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal dan drtetapkan setiap
tahun dengan Keputusan Walikola.

I. BANOUNAN OEDUNO

LAMPlRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
!'IOMOR ~ TAHUN 2022
TENTANC
RETRlBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
OEDUNO



Keterangan:
• Untuk basemen disebut Koefisien jurnlah lapis;

.JUlnlflh Koefisien Jtumah
LanwJ Lentai
31 1,686
32 1.695
33 1.704
34 1,713
35 1.722
36 1,73
37 1.738
38 1.746
39 lf754
40 1,761
41 1,768
42 1.775
43 1,782
4' l.789
45 1.795
46 1.801
47 1,807
48 1,813
49 1,818
50 1.823
51 1.828
52 1.833
53 1.837
5" 1.84 I
55 1.845
56 1.849
57 1.853
58 1,856
59 1.859
60 1.862
60-101 1.862+ 0.003 (nl

Jumlab Lamai Koeflslen Junllah
Lentai

Basemen 3 lapJ8 • (n1 1.393 + 0,1 [n]
Basemen 3 LRpi1i 1,393
Basemen 2 lapis 1.299
Basemen 1 iaPl:l 1,197

I I
2 1.09
3 1.12

• 1.135
5 L.16~
6 1.197
7 1.236
8 1.265
9 1,299
10 1,333
I I 1.364
12 1,393
13 1.42
I. 1,445
15 1.468
16 1,489
17 1,508
18 1,525
19 I ,S-' 1
20 1,556
21 1.;7
22 11584
23 1.;>97
2. 1.61
25 1.622
26 1.634
27 1.645
28 1.6<>6
29 I._
30 1.676

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Indf"t.:. ""hot Indoks
Fongsl fungsl KlA!ifik.asi I"~f<l"'"fr V..r;tmftft .,.,..,...,

(II) (bp) (Ip)

Iluniiln> 100 "'
pcrsegi d~J':> 2 (1,17 Permanen 2
lantai
J(ed&ilmaan C) Mcnglkutl Tabel

i«>lingglan 0,50 xcensren .jumtah
Fungst 'KJ1usus I Lantat

So5ial Budil)'a 0.3 Nognra (I

Ganda/Cunpur.n
t..u..s <500 m2 dan 0.6 F..Llor KepPmitibn (Fm) I'm>rangan'<2a.ntai
Cand ../Campur ..n Dad"" Iuwatu ..s" sao ml d3n 0,8
> 2lantai



) J~
: Hurt jan

Data Bangunan
Fungsi

Pllngsi tndeks bp x Ip i{k"lsifikasi dan ParameterFungsi

Ruman 0.3 x 1 0.3 Kompleksitas : .ede-rha.na
'rtnggat 0.20 x 2.00 0.• Permanensi : Permanell

0.15
0.50 x 1.00 0.5 Keringgian : llantai

L (bp x Ipl 1.2J, Kepemilikan : pel'ora .. ga.n

Paktor Kepemtnkan (Peroranganl =- 1
Indeks Tertntcgrasi (It): 0.15 x 1.2x) -0.18

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Bima

E. Contoh Perhitungan Retribusi pac

jects l'E':mb.tn~u:niLn Indeks BGTtrl>.ngun

Bangunan Oedung naru 1,00

Reh.lbilitasi /IWnOVolSi BG:

it. $(-'d<tllR 0,.15 x SO.OO"" = 0,225

b. Iler., 0,65 x SO,oo% - 0,325

Petestarian I P~n\ug3r"J\:

•• Pretama 0,65 x SO,oo% - 0,325

b. Madya 0,45x 50,00" • 0.225

e. Utama 0,30 x 50,00% - O,lSO

Tabel lndeks Bangunan Terbangun (Ibg)

D. lndeks Bangunan Cedung Terbangun (Ibg)

• Untuk lantai drsebut Koefisien jumlah laotai;
• Koefisien jurnlah lantai/Iapis digunakan sesuai dengan

jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
• Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap

lapisnya.
• Oiatas 60 lantai, kocfisien ditambabkan 0.003 setiap lantainya.

0: (ill x KL» + L (LSi. KS»
Koefisien Ketinggian BC = a: LLi+ ELBI)

LLi : Luas Lantai ke-i
KL: Koefisien jumlah lantai
LSi: Luas Basemen ke-i
KBi : Koelisien Jumlah lapis



Cara perhitungan nilai Retribusi PSG
• Luas Total Lantai (LLl) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks
Terintegrasi (1[1x Indeks BO Terbangun
= 738 ,,(0.5% x Rp.5.170.000,·) x 1,092 x I
• Rp.20.S32.4II,"

lndc:ksFUngs; Fungsi bp x tp KlasUikosi dan Parameter

U.sahA 0,7 0,3 x 2 0.6 Komplc:ksllOS : tlelalt .e4erhan8
0,20 x 2,00 0.' P('.I'111Ur)enNI ; Pormanel'l
0,:;0 x 1,12 0.56 KeullgglAll : 31.uta!

1: (bp x 'pl 1,56 Kepemlllkan : peror.npn

Faktor Kepemillkan (I'<:""""gan)- I
ludeks Terim"8'Ui (hi; 0.7. 1.56 x I - 1,092

: Usaha
; 738 JR.
: 3 lantai
; Rota Bima
; pribadi
: Rp.5.170.000,.
: 0,5%

Luas Bangunan [Llt]
Ketinggian
Lokasi
Kepemilikan
SHST BO Sederhana
Indeks Lokalitas

2) Kasus gedung restoran di Kota Sima

Data Bangunan
Fungsf

Cara perhitungan nila; Retribusi PSG
.. was iota) Lanlsi (LLI) x (hldcks tokalitas x SH~'Tlx Illdeks Terlntcgrast (It) x
lndeks Be Terbangun
• 36 x (0.50/0x Rp.5.170.000,·1 x O.IS x I
= Rp.167.508,·

: 36m2
: I lantai
; KotaBima
; pribadt
; Rp.5.170.000,OO
; 0,50/0

Lua. Bangunan (UtI
Ketinggian
Lokasi
Kepemilikan
SHS1' SO Sederhana
lndeks Lokalitas
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